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KABUPATEN : PESISIR SELATAN
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN KEARSIPAN
URUSAN

KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

URUSAN
KEARSIPAN

1. SOP ttg perekaman KTP Ada
2. SOP ttg penerbitan KK SOP Arsip Digital
3. SOP ttg penerbitan Akta

Kelahiran
4. SOP ttg penerapan NIK

nasional KTP-el

LAMPIRAN III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

JENIS DATA CAPAIAN KINERJA

RUMUS/PERSAMAAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

Apabila ada,
sebutkan ada sebanyak 4 yg
terdiri dari:

NO

1

2

ASPEK

KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN

KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

FOKUS

Program nasional (yang melekat di
kementrian/LPND) yang harus
dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq. Kementerian/LPNK

Jumlah Perda yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN)

NO

1

2

3

IKK

Jumlah program nasional yang
dilaksanakan oleh SKPD

Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)

Jumlah PERDA pelaksanaan
yang ada terhadap PERDA
yang harus dilaksanakan
menurut PERMEN

Jumlah program nasional yang dpt
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program nasional x 100%

Ada atau tidak ada

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang
ada dibagi jumlah perda yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

-

-

-

Jumlah program nasional
(RKP) sebanyak 2 program

Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1
program

Jumlah program nasional
(RKP) sebanyak 0 program

Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program

- PERDA pelaksanaan
sebanyak 0

50%

Ada 4 (empat) SOP

100%

Ada 1(satu)
SOP

Tidak ada

nasional KTP-el
PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 buah
PERDA yang seharusnya
sebanyak 1 buah

-

-

-

-

1

2

3

4

KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN

KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH

PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq. Kementerian/LPNK

Jumlah Perda yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN)

Pengisian struktur jabatan

Tingkat Kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas SKPD
yang relevan dengan urusan terkait

2

3

4

5

6

7

8

Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)

Jumlah PERDA pelaksanaan
yang ada terhadap PERDA
yang harus dilaksanakan
menurut PERMEN

Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi

Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
Organisasi SKPD

Rasio PNS Kabupaten

Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan
pelatihan kepemimpinan

Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan

Ada atau tidak ada

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang
ada dibagi jumlah perda yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)
dibagi jumlah jabatan yang ada  x 100%

Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
SKPD Kabupaten

Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%

Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%

-

-

-

-

-

-

Jabatan yang ada sebanyak 16

Jabatan yang terisi sebanyak
15

PNS SKPD, sebanyak 42
personil
Total PNS kabupaten,
sebanyak 6827 Personil
Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 6 orang

Pejabat yang ada, sebanyak 15
orang
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan diklatpim,
sebanyak 14 orang
Jabatan yang ada, sebanyak 15
orang

- PERDA pelaksanaan
sebanyak 0
- PERDA yang seharusnya
sebanyak 0

Jabatan yang ada sebanyak 0

Jabatan yang harus ada
sebanyak 0

Tidak ada

PNS SKPD, sebanyak 5
personil
Total PNS Kabupaten,
sebanyak 6827 personil

Tidak ada

Tidak ada

Ada 4 (empat) SOP

100%

93,75%

Tidak ada

0,62

40,00%

93,33%

Ada 1(satu)
SOP

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

0,07

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada



1. RENSTRA SKPD 1. RENSTRA SKPD
2. RENJA SKPD 2. RENJA SKPD
3. RKA SKPD 3. RKA SKPD

5

6

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD

Sinkronisasi program RENJA
dengan program RKPD

Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan program RENJA SKPD

Perencanaan pelaksanaan program
dan anggaran

Alokasi anggaran

Besaran belanja modal

9

10

11

12

13

14

Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
SKPD

Jumlah program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD

Jumlah program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam DPA
SKPD

Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD

Belanja modal terhadap total
belanja SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan
SKPD berikut jumlahnya

Jumlah program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program
dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada
RPJMD x 100%

Jumlah program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Jumlah program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x
100%

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program RKPD yang tidak
diakomodir dalam RENJA
SKPD, sebanyak 0 program
Program RENJA SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 4 program
Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 4 program
Program dalam RKA SKPD,
sebayak 4 program
Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD,
sebanyak 4 program
Program dalam DPA SKPD,
sebayak 4 program

Total anggaran SKPD, sebesar
Rp  7.129.166.037,-

Total belanja APBD, sebesar Rp
9.993.523.407,-

Belanja modal SKPD, sebesar
Rp 1,838,290,000,-

Tidak ada pemisah dokumen
perencanaan

Program RKPD yang tidak
diakomodir dalam RENJA
SKPD, sebanyak 0 program
Program RENJA SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 4 program
Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 4 program
Program dalam RKA SKPD,
sebayak 4 program
Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 4 program
Program dalam DPA SKPD,
sebayak 4 program

Total anggaran SKPD,
sebesar Rp 46.066.500

Total belanja APBD, sebesar
Rp 45.973.900

Belanja modal SKPD, sebesar
Rp 0,-

3 jenis

100%

100%

100%

71,34%

25,79%

Tidak ada
pemisah
dokumen

perencanaan

100%

100%

100%

99,80%

Apabila ada, sebutkan dokumen
yang ada tahun 2018, sebanyak 3
jenis, yang terdiri dari:

Tidak ada

- NERACA
- LRA
- Fungsional

Apabila ada, sebutkan jenis dok:

6

7

PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Alokasi anggaran

Besaran belanja modal

Besaran belanja pemeliharaan

Laporan keuangan SKPD

Manajemen aset SKPD

13

14

15

16

17

18

Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD

Belanja modal terhadap total
belanja SKPD

Total belanja pemeliharaan
dari total belanja barang dan
jasa

Total belanja pemeliharaan
dari total belanja SKPD

Keberadaan Laporan
Keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Keberadaan inventarisasi
barang atau asset SKPD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x
100%

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x
100%

Total belanja pemeliharaan  dari total
belanja barang dan jasa SKPD x 100%

Total belanja pemeliharaan  dibagi total
belanja SKPD x 100%

Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(neraca, calk)

Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD

-

-

-

-

-

-

-

Total belanja APBD, sebesar Rp
9.993.523.407,-

Belanja modal SKPD, sebesar
Rp 1,838,290,000,-

Total belanja SKPD, sebesar Rp
7.129.166.037'-                        ,-
Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp 38.000.000,-

Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp
4.287.810.937
Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp 38.000.000,-

Total belanja SKPD, sebesar Rp
4.634.371.875,-

Total belanja APBD, sebesar
Rp 45.973.900

Belanja modal SKPD, sebesar
Rp 0,-

Total belanja SKPD, sebesar
Rp 92.035.600,-

Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp ,-
Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar
Rp.53.635.600,-

Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0 ,-

Total belanja SKPD, sebesar
Rp 92.035.600,-

Tidak ada pemisah laporan
keuangan

Tidak ada pemisah aset SKPD

71,34%

25,79%

2,29%

0,89%

Ada, sebanyak 3
jenis

Ada, sebanyak 2
jenis

Tidak ada
pemisah

laporan aset

99,80%

Apabila ada, Laporan keuangan
ada, sebanyak 3 jenis, sbb :

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
pemisah
laporan

keuangan



- Buku inventaris
- KIB

Jenisnya : Sebutkan jenisnya
1. Papan pengumuman 1. Papan informasi

1. Papan pengumuman 2. Leaflet 2. Lemari arsip
2. Pos pengaduan 3. Baliho
3. Leaflet 4. Spanduk
4. Mobil keliling 5. Media masa cetak (koran)

6. Website daerah

Painan, 6 Februari 2018

7

8

PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

PEMBERIAN
FASILITAS
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT

Manajemen aset SKPD

Penggunaan aset SKPD

Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana
partisipasi masyarakat

Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat

18

19

20

21

Keberadaan inventarisasi
barang atau asset SKPD

Jumlah yang tidak digunakan
SKPD

Jumlah fasilitas/prasarana
informasi :

5. Pengumuman di media
massa

Keberadaan survey kepuasan
masyarakat

Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD
dibagi total asset yang dikuasai SKPD x
100%

Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi

Ada atau tidak adanya hasil survey
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik

-

-

7.

Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp 154.113.074
Asset
Asset yang dikuasai SKPD
sebanyak  Rp 5.165.709.186
Asset

Registrasi online elektronik

Tidak ada pemisah aset SKPD

Tidak ada pemisah laporan
aset

Apabila ada, sebutkan
survey kepuasan ttg
Pelayanan dalam
pengurusan dokumen
kependudukan

Ada, sebanyak 2
jenis

2,98%

Jumlah sebanyak 7
jenis

Tidak ada

Tidak ada
pemisah

laporan aset

Tidak ada
pemisah

laporan aset

Jumlah
sebanyak 2

jenis

Tidak ada

Apabila ada, sebutkan survey
kepuasan tentang Indeks Kepuasan
Masyarakat

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001



Form 5

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

                       Jumlah penduduk yang memiliki KTP   x 100 %       314,761 jiwa
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 th dan pernah/telah menikah) =  -----------------  x 100 %

     349,148 jiwa

                       Jumlah penduduk yang merekam KTP   x 100 %      325,364 jiwa
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 th dan pernah/telah menikah) =  -----------------  x 100 %

      349,148 jiwa

LAMPIRAN III.3 :
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

URUSAN WAJIB

Kepemilikan KTP

Perekaman KTP

Kepemilikan Akta Kelahiran Usia diatas 18
Tahun

11 Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil 44

45

46

90,00%

93,00%

9,86%
Jumlah penduduk memiliki Akta Kelahiran   x 100 %       50,069 jiwa

Jumlah penduduk =  -----------------  x 100 %
     507,704 jiwa

Jumlah penduduk 0 - 18 tahun yang telah ada akta kelahiran   x 100 %      172,983 jiwa
                        Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun =  -----------------  x 100 %

      174,954 jiwa

48 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah

Painan, 6 Februari 2018

Kepemilikan Akta Kelahiran Usia diatas 18
Tahun

Kepemilikan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun

 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001

11 Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

46

47

9,86%

98,87%



SDM Pendukung Program dan Kegiatan

SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001

Kepala Dinas
V - - - - - - V L - - - V - - V -

2
Ir. FREDI IRAWAN, M.Si
NIP.19640313 199403 1 003

Fungsional Umum
V - - - - - - V L - - - V - - V -

3
MASRIL, S.Kom,M.Si
NIP.19710303 199701 1 002

Sekretaris
V - - - - - - V L - - - V - - - V

4
EDI SISWADI, SE, MM
NIP.19660306 199403 1 004

Kabid. Pelayanan dan
Pendaftaran Penduduk V - - - - - - V L - - - V - - - V

5
SRIYANTINI, SH
NIP. 19650504 198803 2 003

Fungsional Umum
- - - - - V - P - - - V - - - -

6
TASRIAL, SH
NIP.19631019 198503 1 009

Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
V - - - - - V - L - - V - - - - V

7
KHAIRAT, SH,Msi
NIP.19691202 199003 2 002

Kasi Kelahiran dan Kematian
V - - - - - - V P - - V - - - - V

8
ROSMANIAR, SH
NIP.19611213 199110 2 001

Kasi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan V - - - - - V - P - - V - - - - V

DATA APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PER 31 DESEMBER 2018
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL (DIKLAT PIM)

FUNGSIONALNO NAMA/NIP JENIS
KELAMINNAMA JABATAN STRUKTURAL

8
ROSMANIAR, SH
NIP.19611213 199110 2 001

Kasi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan V - - - - - V - P - - V - - - - V

9
SYAFNIATI, SH
NIP. 19650315 198511 2 001

Kasi. Pindah Datang Penduduk
V - - - - - V - P - - V - - - - -

10
SARTONI NURSALIM, S.Kom
NIP.19760519 200604 1 003

Kabid. Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan &
Pemanfaatan Data

V - - - - - V - L - - V - - - - V

11
Drs. ISKANDAR
NIP. 19650206 200701 1 004

Fungsional Umum
- - - - - V - L - - V - - - - -

12
ZULKAMBRI, SH
NIP. 19720820 200701 1 010

Fungsional Umum
- - - - - V - L - - V - - - - -

13
SUSMITA PERMANA, SH. MS.i
NIP.19801219 199903 2 001

Kasubag  Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan V - - - - - - V P - - V - - - - -

14
HARMAH DONNA, SE
NIP.19800103 200902 2 005

Kasubag  Umum dan
Kepegawaian V - - - - - V - P - - V - - - - -

15
HAYATUL FITRI, S.Kom
NIP.19741022 200604 2 010

Kasi. Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan V - - - - - V - P - - V - - - - V

16
ANTON MAHENDRA AMRA, SH. MM
NIP. 19790919 200501 1 008

Kasi. Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan V - - - - - - V L - - V - - - - V

17
CIPTO, SE
NIP. 19800517 200604 1 005

Kepala Seksi Identitas Penduduk
V - - - - - V - L - - V - - - - V

18 KASRIL
NIP. 19641231 198603 1 133

Fungsional Umum
- V - - - - - L - - V - - - - -

19 DARMAYANTI
NIP. 19631231 198903 2 048

Fungsional Umum
- V - - - - - P - - V - - - - -

NO NAMA/NIP
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL (DIKLAT PIM)

STRUKTURAL FUNGSIONAL JENIS
KELAMINNAMA JABATAN



SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20 SYAFRUL, SY. SH
NIP. 19690917 199003 1 003

Fungsional Umum
- - - - - V - - - - V - - - - -

21 YUSMARDIANTO, SH. MM
NIP. 19811126 200701 1 003

Kasi. Pengolahan dan Penyajian
Data Kependudukan

V - - - - - - V L - - V - - - - -

22
FIO DENCI FAKHRYA, SH
NIP.19840723 200701 2 001

Kepala Seksi Perkawinan dan
Perceraian V - - - - - V - P - - V - - - - V

23 PUJI ASTUTI, SE
NIP. 19721220 201407 2 002

Fungsional Umum
- - - - - V - P - - V - - - - -

24
EMILI ZOLLA
NIP.19750509 199903 2 003

Pengolah Data
- V - - - - - P - - V - - - - -

25
IFO NIRA SISKA
NIP.19851012 200501 2 001

Penyusun Pencatatan dan
Pelaporan Data Kependudukan - - - - - V - P - - V - - - - -

26
INGGRILA, S.Sos
NIP. 19830401 200902 2 006

Fungsional Umum
- - - - - V - P - - V - - - - -

27
YOEDIANTO
NIP.19830615 200701 1 001

Pengolah Data
- - - - - V - L - - V - - - - -

28
JAMURIS, S.Sos
NIP. 19700820 200701 1 007

Fungsional Umum
- - - - - V - L - - V - - - - -

29
DEVI MUFIANTI TAUFIK , S.Sos
NIP.19761212  200801 2 013

Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Daerah - - - - - V - P - - V - - - - -

NO NAMA/NIP STRUKTURAL FUNGSIONAL JENIS
KELAMINNAMA JABATAN

29
DEVI MUFIANTI TAUFIK , S.Sos
NIP.19761212  200801 2 013

Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Daerah - - - - - V - P - - V - - - - -

30
GANEZA RIVALDO
NIP.19860106 200801 1 003

Pengolah Data
- - - - - V - L - - V - - - - -

31
ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md
NIP. 19710309 200212 1 003

Fungsional Umum
- - - - V - - L - V - - - - - -

32
INDRA PUTRA
NIP. 19750310 200604 1 014

Pengolah Data
- V - - - - - L - V - - - - - -

33
YENDRA BHAKTI, A.Md
NIP.19700731 201407 1 001

Pemegang Barang
- - - - V - - L - V - - - - - -

34
DEWI SUSANTI
NIP.19810908 200701 2 004

Pengolah Gaji
- V - - - - - P - V - - - - - -

35
BASRI HASANNUDIN
NIP. 19851228 201001 1 008

Fungsional Umum
- V - - - - - L - V - - - - - -

36
WIWIT TUTI HALIMAH
NIP.19851223 201001 2 026

Bendahara
- V - - - - - P - V - - - - - -

37
FENTRI DARMA YOGA
NIP. 19840215 201001 1 017

Fungsional Umum
- V - - - - - L - V - - - - - -

38
ZULHAMI, A.Md
NIP. 19660614 200012 1 002

Fungsional Umum
- - - - V - - L - V - - - - - -

39
RIYANDI
NIP. 19700709 199703 1 005

Fungsional Umum
- V - - - - - L - V - - - - - -

40
FIFRIAN LIZANA PUTERI
NIP.19780416 201407 2 003

Pengelola Keuangan
- V - - - - - P - V - - - - - -

NO
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)

STRUKTURAL
GOLONGAN PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL (DIKLAT PIM)

FUNGSIONAL JENIS
KELAMINNAMA/NIP NAMA JABATAN



SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

41 HENGKI PRATAMA PUTRA
NIP. 19851219 201407 1 003

Pengolah Data
- V - - - - - L - V - - - - - -

42
JUMRIANI
NIP. 19840627 201407 2 004

Fungsional Umum
- V - - - - - P - V - - - - - -

JUMLAH 15 12 3 19 8 12 25 5 2 10

NIP.19670712 199202 1 001

NO STRUKTURAL

Painan, 21 Januari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

FUNGSIONAL JENIS
KELAMINNAMA/NIP NAMA JABATAN



SKPD PELAKSANA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Pelayanan Dokumen Kependudukan
2. Pengembangan dan Pembangunan database Kependudukan melalui jaringan SIAK secara terpadu
3. Pelaksanaan KTP-el

A. Jumlah program sebanyak 4 (empat) program dan kegiatan sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan

BELANJA
PEGAWAI

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA
PEMELIHARAAN

BELANJA MODAL TOTAL
BELANJA
PEGAWAI

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA
PEMELIHARAAN

BELANJA MODAL TOTAL

A.

79,955,000 372,925,300 20,000,000 175,659,000 670,720,300          77,941,000             77,941,000          19,999,500       172,714,681             663,838,485 91%

02                      -           63,048,000                     -                      -          63,048,000 - 61,465,904 - - 61,465,904 61%

07        58,055,000                          -                     -                      -          58,055,000 56,041,000 - - - 56,041,000 97%

08        19,500,000             6,429,100                     -                      -          25,929,100        19,500,000            6,429,100                      -                      - 25,929,100 100%

09                      -                          -       20,000,000                      -          20,000,000                      -                         -        19,999,500                      - 19,999,500 99%

10 Penyediaan alat tulis kantor - 32,745,000 - - 32,745,000                      -          32,742,000                      -                      - 32,742,000 93%
11                      -           18,903,200                     -                      -          18,903,200                      -          18,901,900                      -                      - 18,901,900 75%

FORM 1.

BELANJA LANGSUNG REALISASI

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

TINGKAT
CAPAIAN (%)

Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATANNO

1.

11                      -           18,903,200                     -                      -          18,903,200                      -          18,901,900                      -                      - 18,901,900 75%

12                             -              22,181,000                            -                             -             22,181,000                      -          22,069,000                      -                      - 22,069,000 99%

13  -                                  -                            -        175,659,000           175,659,000 - - - 172,714,681 172,714,681 90%

15                             -                 8,900,000                            -                             -               8,900,000                      -            8,870,000                      -                      - 8,870,000 99%

17                      -           13,100,000                     -                      -          13,100,000                      -          13,100,000                      -                      - 13,100,000 84%

18            2,400,000            169,800,000                            -                             -           172,200,000            2,400,000 169,780,400 - - 172,180,400 97%

20                             -              60,000,000                            -                             -             60,000,000                      -          59,825,000                      -                      - 59,825,000 99%

39,000,000 143,099,250 - 646,444,700 828,543,950 39,000,000 142,151,477 - 646,444,700 827,596,177 35%

05                      -                          -                     -      588,863,000         588,863,000 - - - 588,863,000 588,863,000 17%

07  -  -  -        30,000,000          30,000,000 - - - 30,000,000 30,000,000 100%

22          19,500,000              36,184,250                            -          27,581,700          83,265,950        19,500,000          35,994,250                      -       27,581,700 83,075,950 98%

24        19,500,000          106,915,000                     -                      -         126,415,000 19,500,000 106,157,227 - - 125,657,227 89%

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah

Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan
dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung
kantor

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

1.

2.



BELANJA
PEGAWAI

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA
PEMELIHARAAN

BELANJA MODAL TOTAL
BELANJA
PEGAWAI

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA
PEMELIHARAAN

BELANJA MODAL TOTAL

- 50,000,000 - - 50,000,000 - 49,696,984 - - 49,696,984 98%

01                             -              50,000,000                            -                             -             50,000,000                      -          49,696,984                      -                      - 49,696,984 98%

  448,980,000    2,405,388,852     13,750,000   354,660,090   3,243,344,542   443,306,000   2,358,085,571        8,450,000   351,039,640 3,093,240,211 92%

01          47,960,000            101,013,500           8,500,000        188,060,000           345,533,500 47,507,000 109,064,000 8,450,000 186,572,480 263,393,480 76%

03          40,340,000              81,529,500                            -                             -           121,869,500        40,340,000          80,319,000                      -                      - 120,659,000 96%

07  -            124,448,000                            -                             -           124,448,000 - 123,146,500 - - 123,146,500 99%

08          89,930,000              98,285,600                            -                             -           188,215,600 89,909,000 98,282,100 - - 188,191,100 95%

11  -                    844,100  -  -                   844,100 - 844,100 - - 844,100 100%

BELANJA LANGSUNG REALISASI

Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur

Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu

Implementasi sistem administrasi
kependudukan (membangun,
updating dan pemeliharaan)

Penyediaan informasi yang dapat
diakses masyarakat
Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan

3

4

Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil

Monitoring dan evaluasi
penyusunan rencana
pembangunan kependudukan

Pendidikan dan pelatihan formal

Program Penataan Administrasi
Kependudukan

TINGKAT
CAPAIAN (%)URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATANNO

11  -                    844,100  -  -                   844,100 - 844,100 - - 844,100 100%

14            5,700,000              78,889,200                            -                             -             84,589,200 5,700,000 78,730,216 - - 84,430,216 72%

15          38,400,000              48,897,200                            -                             -             87,297,200 38,400,000 48,840,500 - - 87,240,500 97%

16          32,400,000              98,873,000                            -                             -           131,273,000 32,400,000 97,770,800 - - 130,170,800 96%

17       100,300,000            266,869,552                            -        164,300,090           531,469,642 99,550,000 266,869,500 - 162,167,160 528,586,660 97%

21          93,950,000         1,183,404,000           5,250,000  -       1,282,604,000 89,500,000 1,159,661,905 - 1,249,161,905 97%

22 -            322,335,200  -            2,300,000           324,635,200 - 294,556,950 - 2,300,000 296,856,950 97%

26          12,760,000                 7,805,600  - -             20,565,600 12,760,000 7,799,000 - - 20,559,000 97%

567,935,000 2,971,413,402 33,750,000 1,176,763,790 4,792,608,792 560,247,000 2,627,875,032 28,449,500 1,170,199,021 4,634,371,857 73%

B. Permasalahan dan Solusi :

4

Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil

Monitoring dan evaluasi
penyusunan rencana
pembangunan kependudukan
Penataan dan Pemeliharaan arsip
dokumen kependudukan
Pelayanan dokumen
kependudukan

Penerbitan NIK nasional dan
penerapan e-KTP

Pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Pelayanan Unit
Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)

Pelayanan Kartu Identitas Anak

JUMLAH



1. Permasalahan
     - Masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan
     - Kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat masih rendah
     - Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai sehingga masih menghambat proses pelayanan
     - Kebijakan pusat yang dikeluarkan dianggap justru menyulitkan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
2. Solusi
     - Perlu dilanjutkan sosialiasasi  kepada masyarakat melalui berbagai pertemuan dan media cetak serta elektronik
     - Peningkatan kemampuan aparatur pelaksana kegiatan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis
     - Pengadaan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
     - Koordinasi secara rutin dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat tentang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat agar
        regulasi yang diterbitkan lebih mepermudah pelayanan bagi masyarakat

C. Hal-hal yang perlu dilaporkan :
     - Perlu segera dilakukan penataan struktur kerja penyelenggaran administrasi kependudukan seperti yang diamanatkan Perda Kab. Pesisir Selatan No. 10 Tahun 2011
     - Saat ini pemanfaat tekhnologi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di kabupaten pesisir selatan sudah memperlihatkan hasil  yang cukup baik terhadap mutu pelayanan
        kepada masyarakat, agar pemanfaatan tekhnologi tersebut lebih maksimal, perlu perluasan
     - Pelaksanaan program nasional penerapan e-KTP di kabupaten pesisir selatan secara umum dapat berjalan dengan baik dan usulan
        perpanjangan jadwal pelayanan di tahun 2013 telah disetujui oleh pemerintah pusat. Saat ini pelaksanaan pelayanan pembuatan e-KTP
        kepada penduduk wajib KTP yang belum terlayani pada tahun 2013, dapat dilayani pada tahun 2019 di seluruh kecamatan.



Form 3

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

-

Lampiran III.1:
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

Pengurusan KTP-el

Biaya KTP-el

Ratio PNS terhadap
Penduduk

ASPEK

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAH

FOKUS

Peraturan tentang
Kependudukan

Kepegawaian

IKK RUMUS/PERHITUNGAN

Jumlah penduduk yang
sudah terekam dalam KTP-el
dibagi jumlah penduduk
yang wajib ber-KTP

Biaya KTP dalam UU Nomor
24 TH 2013 Pasal 79A

Jumlah PNS Kabupaten
dibagi Jumlah Penduduk

-

-

JENIS DATA (TAHUN 20178)

Jumlah penduduk yang sudah
terekam 325,364 jiwa
Jumlah penduduk yang wajib
berKTP 349,148 jiwa

Undang-undang nomor: 24
Tahun 2013  Pasal 79A tentang
Pengurusan dan penerbitan
Dokumen Kependudukan tidak
dipungut biaya

Jumlah PNS Kabupaten Tahun
2018 sebanyak 6827 orang

Jumlah Penduduk Kabupaten
Tahun 2018 sebanyak 507,704
orang

CAPAIAN KINERJA

93,19%

Gratis

1,35%

KET

Jumlah PNS
Kabupaten (Data
BKD)

Jumlah Penduduk
(Data Dukcapil)

-

Penghargaan

Painan, 6 Februari 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan

Ratio PNS terhadap
Penduduk

Penghargaan dari
Pemerintah yang
diterima oleh
Disdukcapil dalam
tahun 2018

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001

KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAH

TEROBOSAN/INOVASI
BARU DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

Kepegawaian Jumlah PNS Kabupaten
dibagi Jumlah Penduduk

Jumlah penghargaan dari
pemerintah yang diterima
oleh Disdukcapil dalam
tahun 2018

Jumlah PNS Kabupaten Tahun
2018 sebanyak 6827 orang

Jumlah Penduduk Kabupaten
Tahun 2018 sebanyak 507,704
orang

Penghargaan yang diterima,
sebanyak 1 buah yaitu Self

Assesment Quetionare /SAQ &
Website Pemeringkatan

Keterbukaan Informasi Publik
Pemda Pes-Sel tahun 2018

1,35%

1 Penghargaan

Jumlah PNS
Kabupaten (Data
BKD)

Jumlah Penduduk
(Data Dukcapil)



Form 5

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

                       Jumlah penduduk yang memiliki KTP   x 100 %       314,761 jiwa
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 th dan pernah/telah menikah) =  -----------------  x 100 %

     349.148 jiwa

Jumlah penduduk memiliki Akta Kelahiran   x 1000        222,069 jiwa
                        Jumlah penduduk =  -----------------  x 1000

      507,704 jiwa

LAMPIRAN III.3 :
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

URUSAN WAJIB

90,20%

438.01

11 Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

36

37

Kepemilikan KTP

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000
penduduk

      507,704 jiwa

38 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah - Sudah

Painan, 6 Februari 2018

438.01

 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001

11 Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

37
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000
penduduk



Form 3

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2

RUMUS/PERHITUNGAN

Jumlah MOU/PKS yang
masih berlaku per tahun
2018

Kerjasama dengan
daerah lain atau

pihak lain

Lampiran III.1:
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

ASPEK

KESELARASAN DAN
EFEKTIFITAS HUBUNGAN
ANTARA PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
PEMERINTAH SERTA
ANTAR PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH

FOKUS

Hubungan antar
daerah

IKK KETJENIS DATA (TAHUN 2018)

Jumlah MOU/PKS yang masih
berlaku pada tahun 2018,
sebanyak 32 MOU/PKS yang
terdiri dari:
Nomor 1-29 PKS tentang
pemanfaatan data
kependudukan dengan OPD
dilingkup Pemda Pes-Sel
Nomor 30-32 tentang
pelayanan dengan RSUD, BPJS
dan Kemenag

CAPAIAN
KINERJA

 32 MOU/PKS

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH

Peraturan tentang
Kependudukan

Pengurusan e-KTP

Jumlah penduduk yang
sudah terekam dalam  e-KTP
dibagi jumlah penduduk
yang wajib ber-KTP

Jumlah penduduk yang sudah
terekam dalam e-KTP 325,364
jiwa                 Jumlah penduduk
yang wajib berKTP 349,148

93,19%

Biaya KTP
Biaya KTP dalam UU Nomor

24 TH 2013 Pasal 79A

Undang-Undang Nomor : 24
Tahun 2013 Pasal 79A tentang
Pengurusan dan Penerbitan
Dokumen Kependudukan tidak
dipungut biaya

Gratis

KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepegawaian
Ratio PNS terhadap

Penduduk
Jumlah PNS Kabupaten
dibagi Jumlah Penduduk

Jumlah PNS Kabupaten tahun
2018 sebanyak 6827 orang

13,45%
Jumlah PNS

Kabupaten (Data BKD)

Jumlah Penduduk Kabupaten
Tahun 2018 sebanyak 507,704

orang

Jumlah Penduduk
(Data Dukcapil)

Jumlah MOU/PKS yang
masih berlaku per tahun
2018

Kerjasama dengan
daerah lain atau

pihak lain

KESELARASAN DAN
EFEKTIFITAS HUBUNGAN
ANTARA PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
PEMERINTAH SERTA
ANTAR PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH

Hubungan antar
daerah

Jumlah MOU/PKS yang masih
berlaku pada tahun 2018,
sebanyak 32 MOU/PKS yang
terdiri dari:
Nomor 1-29 PKS tentang
pemanfaatan data
kependudukan dengan OPD
dilingkup Pemda Pes-Sel
Nomor 30-32 tentang
pelayanan dengan RSUD, BPJS
dan Kemenag

 32 MOU/PKS



13

Kabupaten Pesisir Selatan

Penghargaan dari
pemerintah yang

diterima oleh
Disdukcapil dalam

tahun 2018

Jumlah penghargaan dari
pemerintah yang diterima

oleh Disdukcapil dalam
tahun 2018

Painan, 6 Februari 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Penghargaan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001

TEROBOSAN/INOVASI
BARU DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan

Penghargaan yang diterima,
sebanyak 1 buah yaitu SELF
ASSESMENT QUETIONARE
/SAQ DAN WEBSITE
PEMERINGKATAN
KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PEMDA PESISIR
SELATAN TAHUN 2018



Form 1

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar
OPD Pelaksana : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran Realisasi %
1 582,869,850 538,986,485 92.47%

1. Penyediaan jasa komunikasi, 81,000,000 66,083,275 81.58%
     sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa komunikasi 126,300,000 125,700,000 99.52%
     keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 17,688,200 15,439,100 87.28%
4. Penyediaan jasa  perbaikan
    peralatan kerja 4,500,000 4,266,000 94.80%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31,800,000 30,989,950 97.45%
6. Penyediaan barang cetakan
     dan penggandaan 30,200,000 17,136,000 56.74%
7. Penyediaan komponen instalasi
     lisrik/penerangan bangunan kantor 5,651,550 1,980,000 35.03%
8. Penyediaan peralatan dan perleng

FORMAT PENYUSUNAN LKPj
TAHUN ANGGARAN 2018

Belanja (Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :

NO Program/Kegiatan

     lisrik/penerangan bangunan kantor 5,651,550 1,980,000 35.03%
8. Penyediaan peralatan dan perleng
     kapan kantor 53,980,100 52,887,900 97.98%
9. Penyediaan bahan bacaan dan
     peraturan perundang-undangan 8,900,000 7,470,000 83.93%
10. Penyediaan makanan dan minuman 13,100,000 13,100,000 100.00%
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsul
       tasi keluar daerah 125,225,000 124,408,620 99.35%
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsul
       tasi keluar daerah 84,525,000 79,525,640 94.09%

2 104,700,600 89,862,609 85.83%

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44,719,000 34,996,000 78.26%
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
    dinas/oprasional 59,981,600 54,866,609 91.47%

3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6,502,555,787 6,235,690,974 95.90%
1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
    secara terpadu 261,569,700 248,724,550 95.09%
2. Implementasi Sistem Administrasi Kepen
    dudukan (membangun, updating dan pe
    meliharaan) 66,209,000 61,886,000 93.47%
3. Penyediaan informasi yang dapat di akses
    masyarakat 59,012,200 46,825,950 79.35%
4. Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang
     kependudukan 147,404,100 146,920,100 99.67%
5. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan
     dan catatan sipil 27,180,500 27,023,000 99.42%
6. Monitoring,evaluasi dan pelaporan 29,831,300 5,991,000 20.08%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



7. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 98,300,750 93,093,530 94.70%
8. Pelayanan dokumen kependudukan 110,521,500 109,181,300 98.79%
9. Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP 581,828,800 577,611,893 99.28%
10. Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran
       Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling
       (UP3SK) 324,635,200 296,856,950 91.44%
11. Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai 40,776,900 37,231,900 91.31%
12. Pembangunan & Pengelolaan Sistem Data
       Warehouse 111,226,700 103,779,800 93.30%
13. Pengelolaan Arsip Administrasi Kependuduk
       an Berbasis Digital 46,066,500 45,973,900 99.80%
14. Pengembangan Sistem Administrasi Kepen
       dudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik) 1,353,364,000 1,343,373,100 99.26%
15. Pelayanan Administrasi Kependudukan
       di Satker 3,172,731,637 3,021,207,420 95.22%

4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 71,897,000 70,010,581
16. Penyusunan Perencanaan & Pelaporan
       Capaian Kinerja 71,897,000 70,010,581 0.973762201

7,262,023,237 6,934,550,649 95.49%JUMLAH

Painan, 6 Februari 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.SiEVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001



S/D DES 2017 2018 JUMLAH PUSAT DINAS JUMLAH CETAK BAIK RUSAK SALAH CETAK JUMLAH
CETAK PUSAT

TH 2014 CETAK DINAS JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LAPORAN PEREKAMAN,PERSONALISASI, DISTRIBUSI DAN STOK BLANGKO KTP ELEKTRONIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN (1301)

KEADAAN TANGGAL : 30 DESEMBER 2018

PEREKAMAN KTP-EL CETAK KTP-EL PENGGUNAAN BLANGKO KEPEMILIKAN KTP-EL

Painan, 30 Desember 2018

EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

WAJIB KTP - EL

349.148 303.468 21.896 325.364 273.466 107.263 42.000 300.916381.000 24.114 19 67 24.200 258.830

NIP. 19670712 199202 1 001











LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR
JML JML JML JML JML JML JML JML JML

130101 PANCUNG SOAL 12,890 12,374 25,264 12,988 12,509 25,497 13,201 12,672 25,873

130102 RANAH PESISIR 17,162 16,986 34,148 17,209 17,012 34,221 17,474 17,164 34,638

130103 LENGAYANG 32,648 31,714 64,362 31,629 30,818 62,447 32,001 31,112 63,113

130104 BATANG KAPAS 20,883 20,354 41,237 18,412 18,331 36,743 18,727 18,624 37,351

130105 IV JURAI 25,982 25,521 51,503 25,246 25,036 50,282 25,522 25,320 50,842

130106 BAYANG 22,676 22,518 45,194 21,412 21,355 42,767 21,782 21,625 43,407

130107 KOTO XI TARUSAN 27,834 27,142 54,976 26,680 26,040 52,720 27,133 26,467 53,600

130108 SUTERA 30,481 29,146 59,627 28,013 27,306 55,319 28,463 27,674 56,137

130109 LINGGO SARI BAGANTI 25,882 24,653 50,535 25,455 24,289 49,744 25,736 24,544 50,280

130110 LUNANG 11,041 10,474 21,515 10,787 10,238 21,025 10,880 10,314 21,194

KODE_KEC KECAMATAN

DATA JUMLAH PENDUDUK

2016 2017 2018

130110 LUNANG 11,041 10,474 21,515 10,787 10,238 21,025 10,880 10,314 21,194

130111 BASA AMPEK BALAI TAPAN 8,816 8,564 17,380 8,009 7,889 15,898 8,051 7,931 15,982

130112 IV NAGARI BAYANG UTARA 4,578 4,641 9,219 4,374 4,362 8,736 4,424 4,396 8,820

130113 AIRPURA 8,668 8,141 16,809 8,741 8,315 17,056 8,915 8,462 17,377

130114 RANAH AMPEK HULU TAPAN 7,203 6,887 14,090 7,501 7,171 14,672 7,556 7,222 14,778

130115 SILAUT 7,340 6,837 14,177 7,292 6,778 14,070 7,428 6,884 14,312
264,084 255,952 520,036 253,748 247,449 501,197 257,293 250,411 507,704

Painan, 6 Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

TOTAL KAB/KOTA



130101 PANCUNG SOAL 5,694 6,064 6,783

130102 RANAH PESISIR 9,339 10,073 10,355

130103 LENGAYANG 17,665 18,679 18,520

130104 BATANG KAPAS 11,156 11,760 11,143

130105 IV JURAI 13,819 14,529 14,644

130106 BAYANG 12,038 12,644 12,429

130107 KOTO XI TARUSAN 13,893 14,687 14,688

130108 SUTERA 15,329 16,260 15,867

130109 LINGGO SARI BAGANTI 13,266 14,005 14,234

DATA JUMLAH KARTU KELUARGA

JUMLAH KELUARGA
KODE_KEC KECAMATAN

2016 2017 2018

130109 LINGGO SARI BAGANTI 13,266 14,005 14,234

130110 LUNANG 5,800 6,216 6,139

130111 BASA AMPEK BALAI TAPAN 4,347 4,370 4,460

130112 IV NAGARI BAYANG UTARA 2,572 2,663 2,623

130113 AIRPURA 4,189 4,677 4,748

130114 RANAH AMPEK HULU TAPAN 3,568 3,984 4,111

130115 SILAUT 3,928 4,196 4,377
136,603 144,807 145,121TOTAL KAB/KOTA

Painan, 6 Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001



130101 PANCUNG SOAL 5,522 172 5,817 247 6,715 68

130102 RANAH PESISIR 9,042 297 9,671 402 10,251 104

130103 LENGAYANG 16,902 763 17,743 936 18,335 185

130104 BATANG KAPAS 10,728 428 11,196 564 11,032 111

130105 IV JURAI 13,385 434 13,971 558 14,498 146

130106 BAYANG 11,634 404 12,101 543 12,305 124

130107 KOTO XI TARUSAN 13,413 480 14,058 629 14,541 147

130108 SUTERA 14,797 532 15,489 771 15,708 159

130109 LINGGO SARI BAGANTI 12,769 497 13,365 640 14,092 142

130110 LUNANG 5,611 189 5,947 269 6,078 61

130111 BASA AMPEK BALAI TAPAN 4,020 327 4,053 317 4,415 45

130112 IV NAGARI BAYANG UTARA 2,472 100 2,544 119 2,597 26

130113 AIRPURA 4,042 147 4,462 215 4,701 47

DATA KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

2016 2017 2018
KELUARGA BLM MEMILIKI

KARTU KELUARGA
KODE_KEC KECAMATAN KELUARGA SDH MEMILIKI

KARTU KELUARGA
KELUARGA BLM MEMILIKI

KARTU KELUARGA
KELUARGA SDH MEMILIKI

KARTU KELUARGA
KELUARGA BLM MEMILIKI

KARTU KELUARGA
KELUARGA SDH MEMILIKI

KARTU KELUARGA

130113 AIRPURA 4,042 147 4,462 215 4,701 47

130114 RANAH AMPEK HULU TAPAN 3,332 236 3,691 293 4,070 41

130115 SILAUT 3,820 108 4,029 167 4,333 44

131,489 5,114 138,137 6,670 143,671 1,450TOTAL KAB/KOTA

Painan, 6 Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001



Painan, 6 Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001



LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR

130101 PANCUNG SOAL 6,012 6,424 12,436 6,902 7,165 14,067 7,275 7,496 14,771

130102 RANAH PESISIR 9,078 10,144 19,222 9,957 10,976 20,933 10,346 11,290 21,636

130103 LENGAYANG 17,164 18,542 35,706 18,845 19,957 38,802 19,451 20,461 39,912

130104 BATANG KAPAS 10,065 10,988 21,053 10,833 11,724 22,557 11,190 12,068 23,258

130105 IV JURAI 14,529 15,557 30,086 15,692 16,635 32,327 16,185 17,114 33,299

130106 BAYANG 11,816 13,310 25,126 12,815 14,196 27,011 13,391 14,599 27,990

130107 KOTO XI TARUSAN 14,393 15,382 29,775 15,817 16,539 32,356 16,465 17,124 33,589

130108 SUTERA 14,920 15,657 30,577 16,222 16,915 33,137 16,804 17,485 34,289

130109 LINGGO SARI BAGANTI 12,549 13,446 25,995 13,987 14,808 28,795 14,530 15,332 29,862

130110 LUNANG 5,693 5,544 11,237 6,393 6,168 12,561 6,618 6,367 12,985

KODE_KEC KECAMATAN
PENDUDUK SDH MEMILIKI KTPEL 2016 PENDUDUK SDH MEMILIKI KTPEL 2017 PENDUDUK SDH MEMILIKI KTPEL 2018

DATA KEPEMILIKAN KTP-e

130110 LUNANG 5,693 5,544 11,237 6,393 6,168 12,561 6,618 6,367 12,985

130111 BASA AMPEK BALAI TAPAN 4,082 4,464 8,546 4,626 4,847 9,473 4,645 4,839 9,484

130112 IV NAGARI BAYANG UTARA 2,589 2,823 5,412 2,708 2,874 5,582 2,807 2,953 5,760

130113 AIRPURA 4,066 4,254 8,320 4,801 4,936 9,737 5,015 5,134 10,149

130114 RANAH AMPEK HULU TAPAN 3,295 3,572 6,867 4,223 4,382 8,605 4,259 4,391 8,650

130115 SILAUT 4,108 3,784 7,892 4,578 4,271 8,849 4,728 4,399 9,127

134,359 143,891 278,250 148,399 156,393 304,792 153,709 161,052 314,761

NIP. 19670712 199202 1 001

TOTAL KAB/KOTA

Painan, 6 Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si



LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR LAKI2 PEREMPUAN LAKI2+PR

130101 PANCUNG SOAL 4,806 4,640 9,446 5,341 5,207 10,548 4,805 4,476 9,281

130102 RANAH PESISIR 5,911 5,706 11,617 6,394 6,193 12,587 5,576 5,184 10,760

130103 LENGAYANG 10,128 9,551 19,679 12,257 11,572 23,829 10,452 9,600 20,052

130104 BATANG KAPAS 7,324 6,838 14,162 7,831 7,360 15,191 6,759 6,120 12,879

130105 IV JURAI 8,985 8,583 17,568 10,427 9,868 20,295 8,912 8,180 17,092

130106 BAYANG 5,826 5,511 11,337 8,041 7,582 15,623 7,457 6,765 14,222

130107 KOTO XI TARUSAN 7,232 6,952 14,184 10,344 9,766 20,110 9,251 8,722 17,973

130108 SUTERA 8,924 8,623 17,547 12,986 12,327 25,313 10,580 9,840 20,420

130109 LINGGO SARI BAGANTI 7,706 7,440 15,146 9,783 9,235 19,018 8,914 8,050 16,964

130110 LUNANG 4,022 3,856 7,878 4,451 4,247 8,698 3,863 3,714 7,577

KODE_KEC KECAMATAN PENDUDUK SDH MEMILIKI AKTA 2016 PENDUDUK SDH MEMILIKI AKTA 2017 PENDUDUK SDH MEMILIKI AKTA 2018

DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

130110 LUNANG 4,022 3,856 7,878 4,451 4,247 8,698 3,863 3,714 7,577

130111 BASA AMPEK BALAI TAPAN 2,524 2,437 4,961 3,175 3,109 6,284 2,989 2,862 5,851

130112 IV NAGARI BAYANG UTARA 1,715 1,684 3,399 1,796 1,739 3,535 1,422 1,371 2,793

130113 AIRPURA 2,899 2,804 5,703 3,839 3,619 7,458 3,465 3,175 6,640

130114 RANAH AMPEK HULU TAPAN 1,848 1,750 3,598 3,131 2,802 5,933 2,886 2,583 5,469

130115 SILAUT 1,910 1,810 3,720 2,973 2,762 5,735 2,572 2,438 5,010

81,760 78,185 159,945 102,769 97,388 200,157 89,903 83,080 172,983

NIP. 19670712 199202 1 001

TOTAL KAB/KOTA

Painan, 6 Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si
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